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ABSTRAK 

 

 

Jemi Juanda Putra : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan 

  Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota 

  Padang 

 

Pembimbing  : Yuki Fitria, SE, MM 

  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan 

wajib pajak hiburan dalam membayar pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang dan faktor- faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan waji pajak 

hiburan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan 

menganalisa data berdasarkan fakta – fakta dan informasi yang ada. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil 

wawancara langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah dan data sekunder 

diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah  berupa data penyampaian SPT 

Tahunan Pajak hiburan Wajib Pajak Orang hiburan pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian  dan pengelolaan data menunjukan bahwa 

tingkat kepatuhan pajak hiburan pada tahun  2016 berada di tingkat 41% yang 

tergolong rendah, tingkat kepatuhan kepatuhan penyampai an spt tahunan pajak 

hiburan tahun 2017 berada di tingkat 55% yang tergolong kurang, tingkat  

kepatuhan penyampai an spt tahunan pajak hiburan 2018 berada di tingkat 46% 

yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan  penyampai an spt tahunan pajak 

hiburan 2019 berda di tingkat 34% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan 

penyampaian spt tahunan pajak hiburan 2020 berada di tingkat 53% yang 

tergolong rendah, dari hasil tersebut, maka rata – rata kepatuhan penyampaian spt 

tahunan pajak hiburan dari tahun 2016-2020 berada pada tingkat 46%  yang 

berarti tergolong rendah. 

 

Kata Kunci :Tingkat Kepatuhan, Pajak Hiburan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor 

pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada 

masyarakat. Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara, oleh 

karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang 

ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada 

daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan 

serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber 

pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan 

pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak 
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hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang adalah pajak hiburan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak 

hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran, seperti; pasar malam, pegelaran kesenian, musik, tari, busana, permainan 

billiard dan pertandingan olahraga. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak 

hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti 

hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan 

kegiatan keagamaan. 

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati 

hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. 

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan 
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peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang 

diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. 

 

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang 

2016-2020. 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2021. 

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2016 realisasi pajak hiburan adalah Rp. 

20.184.793.571 dari target yang di tetapkan sebesar Rp. 49.599.578.000. Hal ini 

tidak melebihi target yang di tetapkan, Selanjutnya pada tahun 2017 realisasi 

pajak hiburan adalah sebesar Rp. 43.370.496.747 dari target yang di tetapkan 

sebesar RP. 79.467.364.800. Maka pada tahun 2017 tidak melebihi target tetapi 

sudah mulai naik dari tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2018 realisasi 

pajak hiburan kota padang adalah sebesar Rp. 51.631.992.509 dari target yang di 

tetapkan sebesar Rp. 111.170.044.800 dan pada tahun ini mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan Kota 

Padang adalah sebesar Rp. 34.271.318.971 dari target yang di tetapkan sebesar 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Efektifitas 

(%) 

1. 2016 49.599.578.000 20.184.793.571 
41% 

 

2. 2017 79.467.364.800 43.370.496.747. 55% 

3. 2018 111.170.044.800 51.631.992.509 46% 

4. 2019 100.676.581.530 34.271.318.971 34% 

5. 
2020 

 
104.739.000.000 55.838.915.187 53% 
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Rp. 100.676.581.530  dan tahun ini kembali mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya,  pada selanjutnya pada tahun 2020 realisasi pajak hiburan Kota 

Padang  adalah sebesar Rp. 55.838.915.187 dari target yang di tetapkan sebesar 

Rp. 104.739.000.000 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dalam 

pengelolaan pajak hiburan Kota Padang bisa juga kita lihat dari kriteria tingkat 

kepatuhannya. Jika tingkat kepatuhan adalah efektif dengan presentase lebih dari 

100% maka pengelolaan pajak hiburan dikatakan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan tabel 1 dari tahun  2016 maka presentase pajak hiburan Kota Padang 

adalah 41% dengan kriteria rendah. Kemudian pada tahun 2017 presentase pajak 

hiburan Kota Padang adalah 55% dengan kiterianya adalah kurang atau 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 

presentase pajak hiburan Kota Padang adalah 46% dengan kriterianya adalah 

rendah, kemudian pada tahun 2019 presentase  pajak hibura 34% dengan kriteria 

rendah, 2020 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 53%. 

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pengelolaan pajak hiburan belum bisa 

mempertahankan kriteria sangat efektif. Sehingga pengelolaan pajak hiburan yang 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan berjalan 

dengan tidak baik. 

Menurut Waluyo (2013) rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan 

pajak di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

peraturanperpajakan oleh wajib pajak serta rendahnya tingkat kesadaran wajib 



5 

 

 

pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak adalah 

kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Nugroho (2006) kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti 

atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan 

dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Rahman (2010:49) kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib 

pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut Boediono (1996) wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah 

akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau 

melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap dari wajib 

pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak., diperlukan kesadaran 

yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari 

pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar 

pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda 

pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat. Menurut Rahayu 

(2010:28) kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah berserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan wajib pajak dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk 

mencapai kepuasa wajib pajak. 

Berdasarkan data di atas terlihat adanya kendala yang dihadapi yaitu di 

dapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban masih    

belum optimal, berdasarkan hasil wawancara terlebih dahulu bahwa sebagian 
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penyebab narasumber tidak patuh dalam melaporkan pajak karena kurangnya 

pengetahuaan tentang perjakan, dimana narasumber yang di wawancarai kurang  

paham mengenai pajak dan ada juga yang tidak tahu kalau usahanya di kenakan 

pajak, banyak dari narasumber yang di wawancarai masih banyak yang belum 

dapat penyuluhan atau mengikuti sosialisasi langsung dari pemerintahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah tersebut dengan judul ''Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Hiburan  Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang''. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dalam membayar pajak 

pada Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA) Kota Padang. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada Badang 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Penulis 

Menerapkan dan mempraktikan ilmu yang diperoleh penulis dari 

pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen atau pengajar ke dalam dunia 

nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah. 

2. Bagi Objek Penelitian  

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam 

meningkatkan kinerja Kantor BAPENDA Padang  terutama dalam 

meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu 

sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang 

dan topik permasalahan yang sama. 

b. Masyarakat  

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya 

pembayaran pajak sehingga masyarakat sadar diri dalam kewajibannya 

membayarkan pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya 

mengenai tingkat kepatuhan pajak hinuran pada kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang pada Tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2016 berada pada 

tingkat 41%  yang tergolong rendah.tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan 

pada tahun 2017 berada pada tingkat 55% yang tergolong kurang, tingkat 

kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2018 berada pada tingkat 46%  

yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 

2019 berada pada tingkat 34% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan 

wajib pajak hiburan pada tahun 2020 berada pada tingkat 53% yang 

tergolong rendah, Rata-rata kepatuhan pajak hiburan dari tahun 2016-2020 

berada pada tingkat 46% yang tergolong rendah. 

 

B. Saran  

Kurangnya sosialiasi pemerintahan pusat tersebut dapat mempengaruhi 

terhadap keasadaran wajib pajak hiburan, maka dari itu penulis menyarankan 

setidaknya pemerintah pusat harus lebih memerhatikan lahi kepada pemerintah 

daerah, setidaknya pemerintah pusat memberikan sosisalisasi kepada pemerintah 

daerah mengenai cara penyampaian SPT Tahunan hiburan agar Wajib Pajak 
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Orang Pribadi disetiap daerah bisa memahami cara pelaporan tersebut, dan hal 

tersebut bisa meningkatkan kesadarean Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

penyampaian SPT Tahunan Pajak hiburan. 

Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah seharusnya lebih memberikan 

perhatian lebih kepada wajib pajak yang kurang memahami cara penyampaian 

SPT Tahunan Pajak hiburan dengan cara memberikan bantuan berupa sosialisasi 

tentang penyampaian SPT Tahunan, bukan hanya sekedar membantu 

melaporkannya saja, karena jika tidak ada perhatian lebih terhadap wajib pajak 

tersebut, mereka akan terus malas untuk mengetahui cara penyampaian SPT 

Tahunan, dan jika terus terjadi seperti itu akan mengakibatkan kelalaian dalam 

penyampaian pajak hiburan dan akan menurunkan persentase tingkat kepatuhan 

pajak hiburan itu sendiri. 
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